
1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dima.ksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada 
Bad.an Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Urnum 
Da.erah Dr. Tjitrowardojo Purworejn; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaen dan 
dengan adanya perubahan nomenklatur Rumeh 
Sa.kit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, rnaka 
Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada 
hQn,JJ a sudah tidak sesuai lagir sehingga perlu 
diganti dengan menerrutkan Pcraturan Bupati yang 
baru; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melakeanakan 
ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknie 
Pengelolaan Keuangan Ba.dan La.ya nan U mum 
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengadaari, Pengangka.1An, Pemindahan dan 
Pemberheotian Pegawai N4ln Pegawai Negeri Sipil 
pada Badan Layanan Urnum Daerah Rum.ah Sakit 
Umum Daerah Saras Husada Purworejo; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENOELOLAAN PEOAWAI NON PEGAWAI NEGERI SlPlL 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Dr. TJJTROWARDOJO PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 17 TAIIUJI 2016 

BUPATIPURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

ISALINANI 

.... 
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Dala.tn Peraturan Bupati ini yang dimakaud denpn: 
1. Dae.rah adalab Kabupat:en Purworejo. 
2. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupad aebag8l unaur penyelengpra 

Pemerintahan Daerah yang memlmpin pelakaana.an urusan 
pemerintahan yang menjadl kewena.ngan daerah otxmom. 

4. Rumah Sakit Umurn Oa.imi.h Dr. Tjitrowaniojo Purworejo, yang 
aelanjutnya diaebut Rumah Sa.kit, adalah inetitusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
peroranga.n eecara paripwna yang menyf'diakan pelayanan rawat 
inap, rawatjalan, dan gawat darura.L 

S. Badan Kepegawaian Daerah, yang aelanjutnya diaingkat BKD, 
adal•h Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo. 

Baglan Knaw 
Pengertian 

Pual 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN 
PENGEL.01...AAN PEGAWAI NON PEOAWAI NEGERI 
SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DA.ERAH RUMAH 
SAKIT UMUM OAERAH Or. TJITROWARDOJO 
PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupat.en Da1aJn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tenph; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentan.g 
Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
aebagaimana telah diubah beberapa ka.Ji, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Ataa Undang·Undan.g 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahaJ'I Da.enih 
(Lembaran Negara Republik lndone4ul Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan l...embaran Nepra Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Pen1turan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang !'Moman telmia Pe71~1olun 
Keuangim Badan Layanan Umu.m Daerah; 

' 
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6. Baden Layanan Umum Daerah, yang aelanjutnya diaingkat BLUD, 
adalah Perangkat Daetah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
dibentult untuk memberikan pelayana.n kepada maayarakat berupa 
penyedlaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
menca.ri keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didaaarkan pada prineip efiaien dan produktivitas. 

7. Baden La,yanan Umum Daerah Rumah Sa.kit, yang aelanjutnya 
disebut BLUD Rumah Sa.kit, adalah Rumah Sa.kit Umum Daereh 
Dr. 't:jitrowardojo Purworejo yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan 81.,UO. 

8. Pemimpin Badan Laya.nan Umum Daerah Rumah Sil.kit, yang 
selartjutnya diaebut Pcmimpin Bl.UD Rumah Sak.it, adalah 
Pemimpin Baden Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. 1:iitrowardojo Purworejo. 

9. Pega.wai Non Pegawai Negcrl Sipil pada BLUD Rumah Saldt, yang 
rtelaajutnya diaebut Pegawai Non PNS, adeleh pegawai BLVD 
Rumah Sak.it yang telah memenuhi pe111yaratan yang ditentukan, 
diangka.t oleh Pimpinan BLUD Rumah Saldt at.au Pejabat yang 
ditwtjuk dan dlp.ji -uai ketentuan yang berlaku untuk 
melakeanakan tugila yang bersifat teknia operaaional maupun 
adminiatraai dalain jangka waktu tertentu guna memenuhi 
kebutuhan ketenagaan di BLUD Rumah Sakit berdasarkan kontrak 
kerja. 

10. Peng11nglcatan adalah pro9CS pengangkatan Pegawai Non PNS oleh 
Pimpinan BWO Rumah Sa.kit bagi calon Pegawa.i Non PNS yang 
lulus selelr.ai adminaitraai, tee kemampuan da81U' dan tes 
i<Cffl8.B\puan bidang,. 

11. Pemindahan adalah mutaai/rotaai Pegawai Non PNS yang dilakukan 
secara periodik di internal BLUD Rumah Sa.kit dalam rangka 
memperluas pengalarnao, kemampuan, dan kualitaa pelayanan 
pada Rumah Sakit. 

12. PffDberhtmtilln Mliuah PJ(i~• yana 01enea}liQlltkan eeorana Pepwai 
Non PNS menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya. 

13. Kontrak Kerja adalah perikatan antara calon Pegawai Non PNS yang 
luJus seleksi edrniollitrai,i, tes kemampuan dasar dan tee 
kenuunpuan bidang clan Pemimpin BLUD Rumah sakit dalam 
rangka pengangkatan Pegawai Non PNS. 

14. Gaji adalah upah k:erja yang dibayarkan dawn waktu yang tetap/ 
jangka waktu tertentu. 

15. Penghaailan lainnya adaJa.h pendapatan yang diberikan eelai.o gaji 
atas suatu pekerjaan yang telah dilakaanakan. 

16. Pendidikan fonnai adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atae pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan ))C"ndid.i.kan tingi. 

17. Pendidikan dan pe.la1lnan adalah kegiatan dalam rangka 
meningkatkan lrualitaa/ kompetenai Pepwa.i Non PNS. 

18. Tenap Khueua adalah tenap keeehatan atau tenaga non 
kesehatan YAD8 profeeional, memp11nyai pendidi~/keterampilan 
khuaua dan jumlahnya terbatas eerta pensiunan dari Pegawa.i 
Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam jangka 
waktu tertentu den mcndeeak sesuai denga.n kebutuhen 
ketenap•n BLUD Rumah Sakit. 
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{3) Tenap non kesehatan sebapimana dimakaud pada ayat (I) 
huruf b rerdiri ala.II tenllf!II administrui dan tenaga penunjang non 
media. 

(21 Tenaga Keaehatan aebapimana dimakaud pada ayat (I) huruf a 
merupakan ten.aga yang memiliki pengetahuan dan/atau 
kererampil.an melalui pendidikan di bidang keaebatan paling rendah 
jenjang Diploma Tip dan bekerja di hldang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerluksn kewenangan untuk melakukan upaya 
keaehatan. 

(11 Pepwai Non PNS dildaaifikasikan aebapi: 
a. tenaga keaehatan; dan 
b. tenaga non keaehatan. 

Pasal 4 

KLASIFIKASI 

BABII 

Tujuan dlterbitkannya Peraturan Bupati lni adalah: 
a. untuk mend4patkan Pepwai Non PNS yang memillkl lntegritas, 

profesioosJ, keablian/ketrampil.an tertentu sesuai kebutuhan BLUD 
Rumah Saldt serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik 
kepada rnuya.rakat; 

b. untuk menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab 
Pegawai Non PNS; 

c. untuk mengelola Pegaww Non PNS guna meningkatkan 
penyelenggaraan pelayenan BLUD Rumah Saklt. 

Pa . .al 3 

Makaud diterbitkannya Peraturan Bupati ini ada.l.a.h: 
a. untuk memberikan pedoman dan dasar hulcuro bagi ?impinan 

BLUD Rumah Salrit dalsm pengelola.an Pegawai Non PNS yang 
meliputi: pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pengaturan hak, 
kewajiban dsn larangan, pembinaan, pengembangan dan penilaian 
kmerja eerta pemberhentian; 

b. untuk mewujudksn pengelolaan Pegawai Non PNS yang aesuai 
dengan prinllip netral, objektif, akuntable, bebas, terbuka, efisiensl, 
ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan di 
Ru.mah Sakit. 

Paaal 2 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 
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PaN17 

(ll Setiap Pega.waJ Non PNS berhak at.as cuti. 

(2) Pernberi.a.n cuti eebagaimana dimakaud pada ayat (ll terdiri dari: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti sakit: 
d. cuti benla.lin; dan 
e. cuti karena alaaan. penting. 

Paragraf 2 
Cuti 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan penghasilan lainnya 
eebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) diatur oleh 
Peatimpin BI..UD Rumah Sakit. 

(3) Pembayaran gaji dan penghaailan Jainnya aebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Angpran BLUD Rumah 
Saklt. 

(2) Selain mendapatken gsji sebagaimana dimaksud pada ayat (ii, 
Pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdaurkan 
tingkat tanggung jawab dan kinerja seauai dengan kemampuan 
keuangan BWD Rumah Sakit. 

(l) Pegawai Non PNS berhak mendapat gaji yang beaarnya dltentukan 
berdasarkan tingkat pendidikan, tanggung jawab dan kinerja sesuai 
dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit. 

Paragraf I 
Oaji 

Paaa.l 6 

Kedudukan PegawaJ Non PNS adalah pegawai 81..UD Rumah Sakit yang 
melaksanakan tugas berda.aarkan Kontrak K.erja. 

Bagian Kedua 
Hak 

Pasal 5 

Bagian Kesa.tu 
Kedudukan 

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

BAB 111 

., .. 
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(1) Setiap Pepwai Non PNS yang menderita llllkit berhak atu cuti 
seJcit. 

(2) Pegawai Non PNS yang IIBldt 1elama t (satu) atau 2 (duaJ hari 
berhak ate.A cuti sakit dengan ketentuan harua memberitahukan 
kepada atasannya dan melampirkan surat keterangan dokter. 

(3) Pegawai Non PNS yang menderita ea.kit lebih dari 2 (dua) hrui 
umpai dengan 7 {tujuh) had berhak atas cuti moot dengan 
ketentuan bahwa Pege.wai Non PNS yang beraangkutan harua 
mengajukan permohonan aecara tertulia kepeda J>emimpin BLUO 
Rum.ah Sakit denge.n melampirkan surat keterangan dokter. 

Pasal 10 

(5) Cuti beaar hanya dapat digunakan oleh Pegawai Non PNS untulc: 
menjalankan kewajiban egeme 

(6) Pepwai Non PNS yang menjalani cuti besar diberikan pcnghasilan 
pen uh. 

Paaal 9 

(1) Peg,,.wai Non PNS yang telah bekerja eekurang-kurangnya 3 (tiga) 
tahun secara terus menerus berhak ataa cuti beear yang l.amanya. 
20 (dua puluh) hari. 

(2) Pegawai Non PNS yang menjalani cuti besar tldak berhak lagi atas 
cuti tahunan dalarn tahun yang beniangkutan. 

(3) Untuk mendapatkan cuti be$IU' Pegawai Non PNS yang 
bersangkutan mengajukan pennohona.n secara tertulis kepada 
Pemimpin BLUD Rumah Sakit. 

(4) Cuti besar diberikan !leCara tertulie oleh pejabat yang berwenang 
memberikan cuti. 

(5) Cuti tahunan diberikan eecara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah 
Sakit. 

14) Untuk mendapatkan cuti tahun.an, Pegawai Non PNS yang 
bersangkutan mengajul<an permohonan aecara tenulia kepada 
Pemimpin BLUD Rumah Sakit paling la.mbat l (1111tu) minggu 
sebelum cuti. 

(21 Lamanya cuti tahunan adalah 6 (enam) hari lc:erja. 

(31 Cuti tahunan tida.k. dapat dipecah-pecah bingga jangka waktunya 
kurang dari 3 (tigal hari kerja. 

(11 Pegawai Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya l (satu) 
tahun eecara terus menerus berhak atas cuti tahunan. 

Paaal8 

r 
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(1) Setiap Pepwai Non PNS berhak atas cuti karma aJaaan pMting. 

(2) Cuti karena aJasan penting aeb•plmana dimalc.sud dalarn Pasal 7 
huruf c adalah cut! karena: 
a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adlk, kallak, mertua atau 

menantu sakit keru atau meninggal dunia; 
b. saJah eeorang angota kelwup aeba3ai,mana dimaksud pada 

huruf a meninggal dueia dan menurut hukum yang berla.ku 
Pepwai Non PNS Yl'f'B ~r~gk~~ har\ls mengu114s h~·h!lk 
dari anggota keluarganya yang meningal dunia teraebut; atau 

c. melangaungkan perkawinan yang pertama. 

Pasal 12 

{5) Pepwai Non PNS yang menjawii cuti berulin d.iberilcan 
penghasilan penuh. 

(31 Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pepwai Non PNS wanita yang 
bersang)rutan harua me.ngajukan pennohonan cutl bersalin secars 
tmulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Salcit.. 

(41 Cuti beraalin diberikan aecara tertulia oleh Pemimpin BLUD Rumah 
Saldt. 

(21 Lamanya cuti bersaJ.in adalah IS (lima belas) hari kerja sebelurn 
dan 30 (tiga puluh) hari kerja aeaudah persalinan. 

(1) Pegawai Non PNS wanita yang menjaJani persalinan anak yang 
perta:ma, kedua dan ketiga berhak atas cuti bersalin. 

Pasal 11 

(7) Pegawai Non PNS yang mengalami kecelakaan dalarn dan oleh 
karena meajalankan tugas kewajibannya aehinga perlu 
mendape.tkan perawatan, berhak atas cuti aakit sampai dengan 
akhir ma.sa Kontrak Kerja. 

{6) Apabila berdasarkan hB.8il pengujian kesehatan aebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) Pegawai Non PNS belum sembuh dari 
penyakitnya, maka Pegawai Non PNS yang beraanglrutan 
diberhentikan denpn honnat dari jabatannya karena sakit. 

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud p,uia ayat (3) paling lama 30 (tiga 
puluh] hari kerja dalam I (satu) tahun, 

(SJ Pegawai Non PNS yang tidal< eembuh penyakitnya dalam jangka 
wllktu ~Q!!,p!m!l,!la dirnaksud pada ayat (4J J:w.1.ts di4ii 
kesehatannya oleh deleter yang ditunjuk oleh Menteri Keeehatan. 

,. 
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Setiap Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban: 
a. setia. dan taat pada Pancasila., Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemetintah yang sah; 

b. menaati peraturan internal yang berlaku dilinglcungan BLUD 
Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku: 

6qlM Ketip 
Kewajlban 

Pasal 14 

{21 Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja 
aebagaiman& dimaksud pada ayat (11 dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

()) Setiap Pegawai Non PNS mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas jaminan pemeliharae.n keaehatan dan jaminan 
kecelakaan kerj;I.. 

Pasal 13 

Paragraf3 
Perllndunpn 

(8) Pemimpin BLUD Rumah Sakit setelah menerima pemberitahuan 
ee~a dimaksud dalam ayat (71 memberikan perserujuan 
cuti karena alasan penting kepada Pega.W'Bi Non PNS yang 
bersangku tan. 

(7) Pemberian izin sementara eebagaimana dimakaud dalam ayat (6) 
harus segera diberitahukan k.epada Pemimpin BLUD Rumab Sakit 
oleh pejabat yang memberikan izin eeraeetara. 

{6) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Non PNS t:idak dapat 
menungµ keputuaan dari Pemimpin BWD Rumah Sakit, m~ 
ptjabat Pejabat Telmis BLUD Rumall Sa.kit yang membidangi 
kepegawaian dapat memberikan izin sementa.ra untuk menjal.ankan 
bin eementara untuk mertjalankan cuti karena alaean penting. 

(SI Cuti karena alasa.n penting diberikan aecara tertulis oleh Pemimpin 
BLUO Rumah Sakit. 

(41 Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Pega.waJ Non PNS 
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepa.da Pemimpin 
~WP RuJ!ll\h SRkit. 

(3) Lamanya cuti karena •lesan penting adalah 3 (tip) hari lterja. 
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(2) Formaai Pegawal Non PNS sebagaim.ana dimak&ud pad.a ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemimpin BLUO berdaurkan rencana kebutuhan 
pegawai dan/atau atandar keten.-n di BLUO Ruma.h Sakit. 

(1) Formasi Pege.wai Non PNS merupa.kan formaal pep.wai BLUD 
Ru mah Sakit yang tidak dapat dipenuhi melalui penpdaan Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pa.sa.J 16 

Bepn Kesatu 
Formaai Pe:gawai Non PNS 

FORMASI DAN PENGADAAN 

BABIV 

Setiap Pegawai Non PNS dilarang: 
a. menyalahgunakan W'eWenang; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ 

atau orang Jain dengan menggunalcan kewenangan orang lain; 
c. memberi atau menyanggupi akan memberi eeeuatu kepada 

siapapun baik secara langaung atau tidak langsung dan dalih 
apapun untuk diangkat dalern jabeten; 

d, mengha]angi berjalannya tugaa kedinasan; 
e. meajadi anggota pertai politik; 
f. menjadi anggota organiaui terlanulg; dan 
g. menjadi tim aukses calon Presiden dan Wakil Presiden, calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwak:ilan Daerah/Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Bagian Keempat 
Larangan 

Pasal 15 

c. menyimpan rabeu ~Ian IIC'l't8. rahaaia paofa,;, dan hanya dapllt 
znenaemukekan rahasia jabe.tan dan rahu&a profeai aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. melakaenekan tups kedinuan dengan penub pengabdian, 
Mjaj~!WI, k.lJ~n. dan tanuungjawab; 

e. memberlkan pelayanen kepe.da maayaralcat 11eeara profeeional, 
kompeten, jujur, b'an.sparan, dan tidal< diakriminatif; 

f. menunjukkan integritaa dan keteladanan dalam llikBp, perllaku, 
ucapan dan tinda.kan kepeda. aetiap orang, b&ik di dalaJn maupun 
di Juar kedinasan; 

g. netral dari pengaruh politik dan organiaa.ai terlarang. 
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(2) Pengumuman aebagai:nana dimaksud pada ayat [I] dilaku.kan 
paling la.mbe.t 6 (en111t1) ha:i kerja pembukaan pendaftaran calon 
Pegawai Non PNS. 

(1) Pengumuman lowongan formui sebagairoan.e. dimakaud dalarn 
Pasal 17 ayat (21 huruf a dilakukan secara terbuka kepada 
masyaral<at oleh Tim Seleksi melalui: 
a. papan pengumuman BWD Rumah Sakit; 
b. website Pemenn~ !(&bl.!l)!lten Purworejo; dan 
c. media cetak lokal Daerah/provinsi aekurang-kurangnya 1 (satul 

kali. 

Pual 18 

(4) SullUDan keanggotun dan tugu Tim Selekei aebagairnRna 
dima.ksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin 
BLUD Rumah Sakit. 

(2) Pengads.an Pegawai Non PNS dilakaanakan melalui tahapan: 
a. pengumuman; 
b. pendaftaran pelamar; 
c. aelekai adminimaai; 
d. penrumuman hasil aelek•I adminiatraai; 
e. tea kemampuan daaar dan tea kemampuan bidang; 
f. pengumuman hasil selekai; 
g. pendaftaran ulang; dan 
h, pengangkatan. 

(3) Untuk mendukung pelakaanaan pengadaan Pegawal Non PNS 
sebagairnana dimakaud pada ayat (3), Pemimpin BLUD Rumah 
Sakit membentuk Tim Selek:e.i dengan melibatkan unsur perangkat 
daerah atau instansi terlcait. 

(1) Untuk mengiai kekuranga.n formasi yang tidak dapat dipenuhi 
melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil, BLUD Rumah Sakit dapat 
meW<ukan pengadaan Pep.wai N9n PNS. 

Paaa.l 17 

Bagisn Kedua 
Pengadaao Pegawai Non PNS 

141 JlQ!'!lMI.~ ~wai J"lon PNS eebagaunana dim~eud P11ida e..yat (~I 
digunakan aebagai daaar perencana.an pengadaan Pegawai Non 
PNS. 

(3) Rencana kebutuhan pegawai llt'baprn11na dimakaud pada ayat (2) 
dihitung berdasarkan analiaia jabe.tan dan analiaia beban kerja 
serta kemampuan keuangan BWD Rurnab Sakit. 
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(1) Pelamar yang dinyatakan loJos seleksi adminietrasi sebilgaimai'la 
dimaksud dalam Paaal 17 ayat (2) huruf e bemak mengikuti tea 
kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. 

Pasal 20 

(3) Pen&edean dan pengan&Jcatan bagi Tenap Xhuaua .ebepimana 
dimabud pads ayat (2J diJakaanakan me!alui kredenal untuk 
tenqll keeehatan dan uji kompetensi untuk ttttaga. non keaehatan. 

(4) Kredenai aebagairoana dimabud pada ayat (3) adalah evaluasi 
tenaga keaehata.n untuk. menentukan kelayakan pemberian 
kewenangan klinis. 

{:2) Perayaratan llt!bagalm.ana dirnakaud pe.da ayat (1) huruf b, 
dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya aangat 
dibutuhkan BLUD Rumah Saldt. 

(1) Pelamar calon Pegawai Non PNS harua memenuhi perayaratan 
sebagai berikut: 
a. warga Negara Republi.k Indonesia; 
b. beruaia paling rend.ah 18 (delapa.n belas) t.ahun dan paling tinggi 

40 (empa.t puluh) tahun; 
c. tidak pemab dihukum penjara atau kunmgan berdaaarkan 

putuse.n pengadilen yang telah memperoleb kekuatan hulrum 
teta.p karena melakukan suatu tindak pidan.a kejahatan; 

d. ticlak pemah diberhentikan dengan hormat atall pennintaan 
eendiri atau tidak dengan honnat eebap.i pegawai negeri aipil, 
pegawai honorer, atau pegawai 11waata; 

e, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampllan 
yang diperlukan; 

f. berkelakuan baik, dlbulctikan dengan aurat keterangan catatan 
kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia 
di tingkat kabupa.ten/ kota; 

g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan 
dari dokter pemerint.h; 

h. surat keterangan tidal< pemah mengkonsumsi/menggunakan 
narkotika, psikotropika, prekusor dan mt adiktif lainnya dari 
dokter pemerintah; 

i. tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; 
j. per11Yaratan lain yanc ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah 

Sakit. 

Pasal 19 

(3) Pengumuman eebagaimana dbnabud pada ayat (1) paling aedikil 
memuat; 
a. formallijabatan yang dibutuhkan; 
b. persyaratan yang harua dipenuhl oleb pelamar, 
e, alamat dan temJ>ftt lama.ran di~jukan; dan 
d. batas waktu penerimaan la.maran. 
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(1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menjalani masa. orientasi selama I 
(ae.tu) bulan pertama melal<aana.kan tuga.s uotuk mendaiami tugas 
pokok dan fungsi jabatan serta pengenalan ling)cungan kerja .. 

(2) Pegawai Non PNS yang telah aeleaa.i menjalani maaa orientasi wajib 
membue.t dan menyampaikan laporan kepa.da Pemimpin BLUD 
Rumah Sakit. 

(4) Untuk diangkat sebagai Pegawai Non PNS, calon Pegawai Non PNS 
aebagajmana dimaksud pada ayat (3) harus menandatangani 
kontrak kerja dengan Pealimpin BLUO Rum.ah Sakit. 

Paaal 22 

(11 Pelamar yang dinyatakan lolos scleksi harua melalcukan 
pendaftaran ulang dengan rnenyera.hkan kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan. 

(2) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi yang tidak melalrukan 
pendaftaran ulang dalaJn jangka waktu yang telah 
ditentillmn,dinyalakan mengundurkan diri. 

(3) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi clan melakukan pendaftaran 
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagai calon Pegawai Non PNS. 

Paaal 21 

BABV 

P&NOAFTARAN ULANO DAN PENOANGKATAN 

(4) Haail seleksi administrasi eerta tell kem.ampuan dasar dan tea 
kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2l dan 
ayat {3) ditetapkan oieh Pemimpin BLUD Rumah Saldt dan 
diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan 
pengumuman BI..UD Rumah Sakit dan website Pemerintah 
Kabupaten Purworejo. 

(2} Tea kemampuan daaar aehagaimana diroak4ud pada ayat 
( I }meliputi: 
a. tea wawa.aan kebanpaan; 
b. tes intelegenai umum; dan 
c. tea karalcteriatik pribadi. 

(3) Tea kemampuan bidang aebegaimana din:ulk9ud pada ayat (I} 
meliputi: 
a. tea praktek; 
b. tea psikologi; dan 
c. tea wawancara. 

' 
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(2) Pemberhentian dengan honnat aebagaimana dimakaud pada ayat 
[II huruf a dilakukan d•larn hal: 
a. meninua} !Junia; 
b. perjanjiankontra.k kerja berakhlr dan tidak diperpanjang; 
c. mengundurkan diri; 
d. menderita sakit yang berdasarkan hasil uji kesehatan dokter 

yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dinyatakan tidak mampu 
melaksanakan tugaa da]arn aemua jabatan; 

e, setelah menjalani cuti sa.kit, berdaaarkan hasil uji kesehatan 
dokter yang ditunjuk oleh Menteri Keaehatan, dinyatakan be!um 
sembuh dari penyakitnya dan rna1111 Kontrak Kerja-nya audah 
berakhir; atau 

r. perampingan organiaasi yang menyebabkan terjadinya 
pengurangan pegawal. 

(11 Pemberhentian Pepwai Non PNS dilakukan, melalui: 
a. pcmbe.-hentian dengan hM!ll.8t; atau 
b. pemberhentian t:idak dengan hormat. 

Paaal 24 

Bagian Kesatu 
Pemberhentian 

BAB VII 

P.EMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBAU 

(21 ~indahan Pegawai Non PNS eebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUO Rumah Sakit. 

(1) J>emindahan Pegawai Non PNS dilaksanakan di internal BLUD 
Rumah Sakit secara periodik dengan mempertimba.ngkan unsur 
pembinaan, prestasi kerja dan promosi pegawai. 

BABVl 

PEMlNDAHAN PEGAWAf NON PNS 

Paaal 23 

(3] Selama mertjalankan masa orientasi sebagaimana dimakaud pad.a 
ayat (11, Pegawai Non PNS hanya diberikan gaji. 

(41 Ma-. orientaai aebapirnana dimakaud pada ayat (I) hanya 
dilakukan pada r:naaa Kontrak Kerja pertam.a kali aebap.l Pegawai 
Non PNS dan tidak dilakukan pada ma11a peii,anjangan Kontrak 
Kerja. 
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(3) Sel.ama menjalani pemberhentian sementara, Pegawai Non PNS 
yang bersangkutan tida.k diberikan gaji dan penghaailan lainnya. 

(2) Pemberhentian aementara sebagaimana dirnakaud pada ayat (JJ 
ditetapkan dengan Keputuaan Peroimpin BLUD Rumah Sakit. 

(I) Pegawai Non PNS yang ditstapkan aebagai teniangka dan menjalani 
penahanan karena melakukan tindak pidana, dfberhentikan 
sementara dari tugaa/jabatan 11aml)Eti dengp.n ditmp!®.lnya 
purusan penpdilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pa.aal. 28 

Pemberhentiao. pembayaran gaji dan penghaailan lainnya bagi Pegawai 
Non PNS yang diberhentikan, diberlakukan mulai bulan berikutnya 
aejak diberhentikan. 

Paaal 27 

(ll Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana 
dimakauddalam Paaal 24 ayat (2) huruf e, dapat ditolak apabila 
Pegawai Non PNS yang beraangkutan maaih terikat untuk 
menyeleMikan kewajiban atau tups tertentu pada BL.UD Rumah 
Sak:it. 

(2) Dalam ha! terdapat kepentingan dinaa yang mendesak, 
pembementian melalui pengunduran diri &-begaimana dimaksud 
dalarn Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat ditunda sampai dengan 
kepentingan dinas tersebut terpenuhi/ dilakaanakan, 

Pase.I 26 

Pemberhentian aebagairn.ana dimakaud daJam Pasal 24 ditetapkan 
dengan K.eputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan diearnpaikan 
kepada Pegawai Non PNS yang bersanglcutan atau ahli warisnya dalam 
hal pemberhentian karena meninggal dunia. 

Pasal 25 

(3) Pemberhentian tidak dengan hormat aebapirnana dimekaud pada 
ayat ( I) b.uru! b dilaku.kan dalam hal: 
a. melakukan pengkhianata.n terhadap Panca&ila dan Undang­ 

Undang Da.ear Negara Republik Indonesia. Tahun 1945; 
b, cijny11~n bersalah melalfulcM tindak pic!Ma keJMAWl 

berdaaarkan putusan pengadilan yang telah mempemleb 
kekuatan hukum tetap; 

c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud da!am Pae.al 15; 
atau 

d. dengan sengaja membenl<an pemyataan/keterangan palsu pada 
saat mengajukan lamaran. 

' 
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II) Kontrak kerja Pegawai Non PNS dibuat aecara tertulis sesuai 
ketentuan peraturan perundang·undangan yang berlaku. 

(2) Kontrak kerja aebagaimana dimaJalud pada ayat (1) berlaku untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 
ditandatanganinya Kontralc Kerja dan berakhir pada t.anggal 31 
Desember tahun berkenaan. 

BAB vm 
KONTRAK KERJA 

Pasal 31 

(2) Pengangkatan kembali Pegawai Non PNS sebapjmana dimaksud 
pada ayat (I) dilakukan dengan pembaharuan kontrak kerja. 

(3) Batas usia Pegawai Non PNS yang dapat diangkat kembali 
ditentukan sebagai beri.kut: 
a. tenaga kesehatan media dan tenaga khusus, paling tinggi 63 

(enam puluh tiga) tahun; 
b. tenaga keaehatJm aelain medie dan tenaga non kesehata», 

paling tinggi 58 (Ii.ma puluh delapan) tahun. 

(1) Pegawai Non PNS yang Kontrak Kerjanya telah berakhir dapat 
dillngkat kembali dengan ketentuan: 
a. rnengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD 

Rumah Sakit; 
b. form.as! jabatan masih tenedia; dan 
e. menunjukkan prestaai kerja yang bail< berdaaarkan evalua11i 

kinerja. 

Bagian Kedua 
.Pengangkatan Kembali 

Pasal 30 

(1) Dalam hal masa tahanan sebagaimana dimaksud dalarn Pua.I 28 
ayat (11 melebihi masa Kontrak Kerja dan belum mimdapatkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hulrum tetap, 
maka Kontrak Kerja tidalc diperpanjang dan yang benlang)rutan 
diberhentikan dengao hormat eebagai Pegawai Non PNS. 

(2) DalaJn hal putuaan pengadilan yang telah mempero\eh kekuatan 
hukum tetap memuruskan Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan 
~ bersalah dan tid.ak terbukti mela.kukan tindak pidana .eperti 
yang diaangkakan, maka Pegawai BLUD Non PNS dapat kembali 
rnelakaanakan tugaa dan pekerjaannya sepanjang ma.ea Kontrak 
Kerjanya belum berakhir. 

Paeal 29 
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(11 Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal 
sebep.imana dimakllud dalam Pua! 33 ~at (3) d.ilakaanakan pada 
inatituai pendidikan yang telah terakredita.ai pa.ling rendah 
akreditaal B darl badan atau lembe.p. yang berwenang. 

(2) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendictikan dan pelatihan 
St"begalrnana d.lmaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dllakaanakan pada 
inllltituai pelatihan yang berkualibul, baik di dalarn maupun di Iuar 
neseri. 

Pa.aal 34 

(4) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b de.pat dilaksanakan 
melalui penugasan atau seeara mandiri berdasarkan izin dari 
Pemimpin BWD Rumah Sakit. 

(3) Pengernbangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal 
sebapimana dimakaud pada ayat (2) huruf a dapat berupa izin 
belajar. 

(2) Pengembangan Pegawai Non PNS eebagaimana dirnaksud pada 
e.yat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan: 
a. pendidikan formal; atau 
b. pendidikan dan pelatlhan. 

{I) Pengembangan Pegawai Non PNS bertajuan untuk meningka.tkan 
kompetensi dan profesionalisme. 

Pasa1 33 

&gum Kedua 
PengembllngM 

PasaJ 32 

( 1) Pembina.an Pegawai Non PNS dilakukan untuk meningkatkan 
lcinerja, diaiplin dan tanggungjawab. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada 11yat (I} dilakukan oleh 
Pemimpin BWD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kesaru 
Pembinaan 

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEN!LAIAN KINERJA 

BABIX 
r 
' 
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(1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan sanksi k~da Pegawal Non 
PNS yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan 
~rundaJJg-undanga.n. 

PaNl 37 

(1) 81..1,JD Rumah ~t dapat memberikan ~ghargaan kepada 
Pegawai Non PNS yang memiliki ldnerja baik. 

(2) Penghargaan aebaga.imana dimakwud pada ayat (I) dapat berupa 
keeempatan untuk meDgembangkan karier dan/ atau 
penpngkatan ketnbali. 

Pasal 36 

BABX 

PENOHAROAAN DAN SANKSI 

(2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat { I l didasarkan pada easaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
pegawai. 

(3) Sass.ran kerja pegawai sebagairne.na dimaksud pada ayat (21 
meliputi: 
a. ukuran atau jum1ah banyaknya haail kerja yang dicapai; 
b. ukuran mutu aetiap hasil kerja yang dicapai; dan 
c. u!rnran la.manya &eQllp hM!I kerja yang dicapai. 

{4) Hasil penilaian kinerja Pegawai Non PNS digunakan aebagai daaar 
pertimbangan penetapan keputusan kebijakan yang berkaitan 
dengan: 
a. disiplin: 
b. ~emP!lffll'li dan 
c. pengangkatan kembali. 

(ll Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilaksanakan secara: 
a. objelctif; 
b. teru.kur; 
e. akuntabel; 
d. partisipatif; dan 
e. transparan. 

Pasal 35 

Bagian Ketiga 
Penilaian Kinerja 
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Pada aaat Peraturen Bu pa.ti ini mulai berlaku: 
a. aemua Kontrak Kerja Pegawai Non PNS yang muih berjalan, diakui 

dan tetap berlaku aampai dengan berakhimya Kontrak Kerja; 
b. perpanjangan Kontrak Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalarn Peraturan Bupati ini. 

Pa.sal 40 

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XJII 

(2) Setiap Pelamar yang mengikuti pengadaan Pegawai Non PNS tidak 
dipungut biaya. 

(lJ PembiaylUUl de)am pengt!lolaan Pegawai Non PNS dibebankan pada 
RBA BLUO Rumah Sakit, 

Pasal 39 

PEMBIAYMN 

BAB XII 

Pegawai Non PNS tidak dijamin untuk dapa.t cliangkat menja.di CaJon 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pual38 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB XI 

(3) Ketentuan Ieb!h lanjut mengma.i tat.a cara pemberian aanksi 
eebagaimana dixnakaud pada ayat (2) diatur oleh Pmumpin BLUO 
Rumah Sakit. 

(2) Sankai arhspimena dimekaud pada ayat (I) dapat berupa teguran 
liaan, teguran t.ertulie, pemyataan tidak puae aecara terrulis, dan 
pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidal< dengan 
hormat. 

r 

 



TRIHANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI B NOMOR 14 

Ttd. 

Diundangkan di Purworeio 
pada t.a.nggal 16 llei !.1()16 

SEKRETARfS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

AGUS BASTIAN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworeio 
pe.da tanggal 16 llel 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tang.gal diundangkan. 

Pasal 42 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pengadaan, 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil pada. Bad.an La.yanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah SliU'B& Husada Purworcjo {Serita Daerah Kabupa.ten Purworejo 
Tahun 2011 Nomor 60 Seri E Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 41 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XIV 

,. 

 


